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ABSTRAK 

 

KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 

DALAM PENYELESAIAN LAPORAN DUGAAN MALADMINISTRASI 

PELAYANAN PUBLIK 

 

 

 

Oleh 

 

REGITA KURNIA KANIKOVA 

 

Pada tahun 2022 terdapat beberapa laporan masyarakat yang belum terselesaikan 

hingga melewati jangka waktu penyelesaian yang seharusnya oleh Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

kinerja Ombudsman dalam penyelesaian laporan dugaan maladministrasi 

pelayanan publik dan untuk mengetahui faktor penyebab beberapa laporan tersebut 

melewati jangka waktu penyelesaian laporan. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kinerja 

menurut Miner dalam Sutrisno (2010:172) dengan indikator yaitu kualitas kerja, 

kuantitas kerja, waktu kerja, dan kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan 

dugaan maladministrasi pelayanan publik sudah tercapai dan telah memenuhi 

keempat indikator kinerja yang digunakan. Adapun yang menyebabkan 

keterlambatan penyelesaian laporan hingga melewati jangka waktu dari faktor 

internal Ombudsman yaitu kemampuan pegawai yang belum optimal dalam 

menangani substansi laporan yang kompleks, keterbatasan jumlah pegawai, 

keterbatasan sarana transportasi, serta dari faktor eksternal Ombudsman yaitu 

Pelapor yang kolot, tidak mempunyai data pendukung, serta Terlapor yang tidak 

kompeten dan kooperatif. 
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ABSTRACT 

 

PERFORMANCE OF THE OMBUDSMAN RI REPRESENTATIVE OF 

LAMPUNG PROVINCE IN RESOLVING REPORTS ALLEGED 

MALADMINISTRATION OF PUBLIC SERVICES 

 

 

 

By 

 

REGITA KURNIA KANIKOVA 

 

In 2022, there will be several public reports that have not been resolved and have 

exceeded the deadline for completion by the Indonesian Ombudsman 

Representative of Lampung Province.  The aim of this research is to determine the 

performance of the Ombudsman in resolving reports of alleged maladministration 

of public services and to determine the factors causing some of these reports to 

exceed the report completion period.  This research uses a qualitative method with 

a descriptive approach.  Data collection techniques use interviews, observation and 

documentation.  This research uses performance theory according to Miner in 

Sutrisno (2010:172) with indicators namely work quality, work quantity, work time, 

and cooperation. The results of the research show that the performance of the 

Indonesian Ombudsman Representative of Lampung Province in resolving reports 

of alleged maladministration of public services has been achieved and has fulfilled 

the four performance indicators used. What causes delays in completing reports that 

exceed the time period is internal factors from the Ombudsman, namely the ability 

of employees who are not yet optimal in handling the substance of complex reports, 

limited number of employees, limited means of transportation, as well as external 

factors from the Ombudsman, namely reporters who are old-fashioned, do not have 

supporting data,  and the Reported Party is incompetent and uncooperative. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang merujuk pada segala 

aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga 

negara sesuai dengan dengan hak dasar mereka, yang terkait dengan 

pelayanan berupa barang, jasa, ataupun administratif yang disediakan oleh 

lembaga atau organisasi pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat umum. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu 

tanggung jawab negara dan pemerintah sebagaimana dengan amanat 

konstitusi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat sebagai pelanggan memiliki kebutuhan serta harapan terhadap 

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berkompeten. Tugas 

pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah adalah menyediakan 

pelayanan publik yang baik dan mampu memuaskan masyarakat. 

 

Negara Indonesia menunjukkan perhatiannya terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan 

pelayanan publik bisa menjangkau semua lapisan/segmen masyarakat dan 

dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, tidak diskriminasi, serta 

efektif  dan juga efisien, sejalan dengan reformasi politik yang sudah lebih 

dari dua puluh tahun lalu, yang juga melibatkan reformasi birokrasi secara 

menyeluruh dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik 

(Good Governance). Harapannya adalah bahwa reformasi birokrasi ini akan 

memberikan dampak positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan 
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bermanfaat bagi masyarakat sehingga perwujudan Good Governance menjadi 

kunci untuk meningkatkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

Namun pada faktanya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia 

masih dihadapkan pada kondisi dan kenyataan yang menyimpang dari tujuan 

pelaksanaan pelayanan publik tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa 

salah satu tujuan pelayanan publik yaitu mewujudkan perlindungan dan 

kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

(Surjadi, 2012:7). Pelayanan publik yang selama ini menjadi tempat dimana 

negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga 

non pemerintah dan kemudian dalam ranah ini terjadi pergumulan yang 

sangat intensif antara unsur pemerintah dengan unsur warganya (Dwiyanto, 

2008:21). 

 

Penyelenggaraan pelayanan publik di kehidupan masyarakat di Indonesia 

cenderung diwarnai praktik-praktik maladministrasi, korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN), di mana praktik-praktik penyimpangan dilakukan oleh 

pejabat publik tersebut kerap disaksikan secara gamblang oleh tanpa adanya 

daya untuk menghentikannya, seperti semua hal tersebut sudah menjadi 

rahasia umum (Ishak, 2022:81). Buruknya praktik pemerintahan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang jika nantinya terjadi perubahan 

signifikan pada ranah pelayanan publik maka tentu masyarakatlah yang 

merasakan dampaknya secara langsung. Oleh karena itu, tidak heran jika 

pemerintah atau penyelenggara negara mendapat image yang negatif dari 

masyarakat (Putri, 2017:3). 

 

Dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 

2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, menjelaskan bahwa: 

“Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, 

melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang 
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menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian 

kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan 

oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian 

materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. 

 

Tabel 1. Laporan/Pengaduan di Provinsi Lampung Berdasarkan Kelompok 

Instansi Terlapor Tahun 2021 – 2022 

No. Instansi Terlapor 2021 2022 

1. Pemerintah Daerah 189 242 

2. Badan Pertanahan Nasional 47 52 

3. BUMN/BUMD 16 58 

4. Kepolisian 22 16 

5. Instansi Pemerintah/Kementerian 33 10 

6. Lembaga Pendidikan Negeri 41 29 

7. Perguruan Tinggi Negeri 0 0 

8. Perbankan 20 8 

9. Rumah Sakit Pemerintah 4 2 

10. Rumah Sakit Swasta 1 0 

11. Lembaga Peradilan 9 7 

12. Lembaga Pemerintah Non Kementerian 7 8 

13. Kejaksaan 0 1 

14. Badan Swasta/Perorangan 4 4 

15. Komisi Negara/Lembaga Non Struktural 1 3 

16. Lembaga Pendidikan Swasta 5 3 

17. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 1 0 

18. Lain-lain 7 4 

Sumber: Statistik Laporan Masyarakat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung Tahun 2021 dan 2022 (data diolah peneliti, 2023) 

 

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa maladministrasi yang 

dilakukan oleh instansi/aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik khususnya di Provinsi Lampung masih banyak terjadi. 

Sedangkan mendapatkan pelayanan yang baik merupakan hak bagi semua 
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warga negara. Oleh karena itu, maka diperlukanlah adanya keberadaan 

lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas 

penyelenggara negara dan pemerintahan yaitu dengan dibentuknya lembaga 

Ombudsman Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 

2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik 

Indonesia (ORI) merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan 

oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan 

oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau 

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 

Sebagai lembaga negara yang berfungsi mengawasi jalannya 

penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman memiliki tugas yaitu 

menerima laporan atas dugaan maladministrasi pelayanan publik, memeriksa 

substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam 

kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi, membuat rekomendasi 

atas dugaan maladministrasi pelayanan publik, dan juga melakukan upaya 

pencegahan maladministrasi. Laporan yang dimaksud dalam hal ini 

merupakan laporan yang bersifat pengaduan masyarakat. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 38 ayat (1) dan (4) dijelaskan 

bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib untuk melaksanakan rekomendasi 

Ombudsman. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau hanya 

melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima 

oleh Ombudsman, maka Ombudsman dapat mempublikasikan atasan 

Terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Selain itu, Terlapor dan 

atasan Terlapor yang melanggar ketentuan terkait pelaksanaan rekomendasi 

akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dengan adanya lembaga Ombudsman ini, diharapkan 
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penyelenggaraan pelayanan publik dapat berubah ke arah yang lebih baik, 

dapat terwujudnya aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang 

efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

 

Tabel 2. Laporan/Pengaduan Berdasarkan Jenis Akses di Provinsi Lampung 

Tahun 2022 

No. Jenis Akses Jumlah 

1. Investigasi Atas Prakarsa Sendiri 0 

2. Konsultasi Non Laporan 196 

3. Laporan Masyarakat 193 

4. Respon Cepat 51 

5. Tembusan 12 

 Total 451 

Sumber: Statistik Laporan Masyarakat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung Tahun 2022 (data diolah peneliti, 2023) 

 

Berdasarkan data di atas, menunjukkan laporan yang masuk ke Ombudsman 

RI Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2022 yang dibagi menjadi beberapa 

jenis yaitu Investigasi Atas Prakarsa Sendiri, Konsultasi Non Laporan, 

Laporan Masyarakat, Respon Cepat, dan Tembusan. Dari kelima pembagian 

tersebut, yang merupakan laporan/pengaduan masyarakat yang dapat 

ditindaklanjuti yaitu Konsultasi Non Laporan dan Respon Cepat, yang berarti 

pada tahun 2022 berjumlah 244 laporan. Konsultasi Non Laporan berarti 

sifatnya hanya konsultasi saja mengenai permasalahan yang dikeluhkan, 

bukan untuk melapor. Kemudian tembusan maksudnya adalah berupa surat 

yang bersifat tembusan laporan yang ditujukan kepada instansi terkait. 
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Tabel 3. Laporan Dugaan Maladministrasi Tahun 2022 

No. Klasifikasi Status Laporan Jumlah Total Pemeriksaan 

1. Laporan Terselesaikan 186  

                 199 

2. Laporan Belum Terselesaikan 13  

3. Laporan Selesai di Tahap PVL 

(Penerimaan dan Verifikasi 

Laporan) 

45  

 Total 244  

Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung (data diolah peneliti, 

2023) 

 

Berdasarkan data di atas, dari 244 laporan di tahun 2022 yang masuk ke 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, terdapat 199 laporan yang 

lanjut ke tahap pemeriksaan sedangkan 45 laporan lainnya selesai di tahap 

PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) dikarenakan syarat formil ataupun 

materiil yang tidak lengkap atau tidak terpenuhi. 199 laporan yang masuk ke 

tahap pemeriksaan merupakan laporan yang dianggap memiliki dugaan 

maladministrasi. Bentuk dugaan maladministrasi dari setiap laporan akan 

terlihat selama proses tindak lanjut pemeriksaan laporan hingga selesainya 

proses tindak lanjut tersebut. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 

186 laporan yang telah terselesaikan dan sisa 13 laporan yang belum 

terselesaikan di periode tahun 2022. Kemudian dari 186 laporan yang telah 

terselesaikan dan 13 laporan yang belum terselesaikan hingga sampai saat ini 

laporan tersebut masih dalam proses penyelesaian, terdapat 28 laporan 

diantaranya yang prosesnya sudah melewati baku mutu. Dengan kata lain, 28 

laporan tersebut tidak terselesaikan dengan tenggat waktu yang seharusnya. 

Baku mutu adalah batas atau tenggat waktu penyelesaian laporan masyarakat 

yang telah ditentukan. Berikut rincian laporan tahun 2022 yang melewati 

baku mutu: 
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Tabel 4. Rincian Laporan Belum Terselesaikan Pada Periode 

Tahun 2022 Berdasarkan Dugaan Maladministrasi 

No. Dugaan Maladministrasi Substansi Permasalahan Jumlah 

1. Penundaan Berlarut Pertanahan, Perbankan, 

Kepegawaian 

 

3 

2. Penyimpangan Prosedur Perbankan, Perhubungan dan 

Infrastruktur, Kepegawaian 

(4), Kepolisian (3), 

Pertanahan (2) 

 

11 

3. Tidak Patut Kepegawaian 

 

1 

4. Tidak Memberikan 

Pelayanan 

Energi dan Kelistrikan, 

Pertanahan, Kepegawaian (2), 

Pendidikan (7) 

 

11 

5. Tidak Kompeten Kepegawaian 

 

1 

6. Penyalahgunaan Wewenang Kepegawaian 1 

 Total  28 

Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung (data diolah peneliti, 

2023) 

 

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 28 laporan yang belum 

terselesaikan pada periode tahun 2022 dan melewati baku mutu. Dari 28 

laporan tersebut, 26 laporan diselesaikan di tahun berikutnya dan 2 laporan 

sisanya hingga saat ini belum terselesaikan dan masih dalam tahap proses 

penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan dari kinerja 

Ombudsman dalam proses penyelesaian laporan masyarakat dilihat dari 

masih adanya sisa 28 laporan di tahun 2022 yang belum selesai dan juga 

laporan tersebut melebihi tenggat waktu atau baku mutu. 

 

Kinerja merupakan hasil atau pencapaian dari suatu proses yang dilakukan 

yang mengacu pada aspek-aspek atau ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. 

Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian 

laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik merupakan upaya atau 
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tindak lanjut yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap laporan-laporan 

yang masuk, seperti: 1) menerima dan memverifikasi laporan yang masuk; 2) 

jika laporan sudah diverifikasi, diklasifikasi, dan memenuhi syarat formil 

serta materiil maka laporan akan mulai ditindaklanjuti atau masuk ke tahap 

pemeriksaan laporan; 3) pada tahap pemeriksaan laporan, Ombudsman akan 

meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau 

pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada 

Ombudsman; 4) memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain 

yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu 

laporan; 5) meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 

diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi 

Terlapor; 6) melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak 

lain yang terkait dengan laporan; 7) menyelesaikan laporan melalui mediasi 

dan konsiliasi atas permintaan para pihak; 8) membuat rekomendasi 

mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar 

ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; 9) demi 

kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan 

rekomendasi. 

 

Melihat banyaknya pengaduan yang masuk, kinerja Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung dalam menyelesaikan laporan dugaan 

maladministrasi tentunya menjadi perhatian khusus dan perlu diketahui lebih 

dalam sejauh mana tingkat kinerjanya dalam penanganan laporan, terutama 

jika terdapat laporan yang belum terselesaikan hingga melebihi tenggat waktu 

yang seharusnya seperti yang ada pada tabel di atas.  

 

Penelitian ini ditulis berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang akan diteliti sebagai bahan referensi bagi 

peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berikut ringkasan hasil penelitian 

terdahulu: 

Pertama, penelitian oleh Dyah Hariani dan Tri Yanti Nur Irson Sitorus (2019) 

dengan judul “Analisis Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Jawa Tengah Dalam Rangka Penanganan Laporan Masyarakat”. Tujuan dari 
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Penelitian ini adalah untuk menganalisis kerja dan faktor-faktor yang 

melibatkan kerja Ombudsman RI di Jawa Tengah dalam menangani laporan 

tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bekerja dengan 

mempertimbangkan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung 

jawab, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pengolahan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan 

menggunakan informan inti sebagai sumber utama dan teknik triangulasi 

sebagai sumber data yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja 

Ombudsman Republik Indonesia di Jawa Tengah berkategori baik. Namun 

hal tersebut belum bisa dikatakan optimal karena masih terdapat kendala 

dalam penyelesaian laporan baik dari segi sumber daya manusia, material, 

fasilitas, dan instansi, serta pemahaman masyarakat mengenai hak 

Ombudsman masih buruk.  

 

Kedua, penelitian oleh Jennifer dan Agus Widiyarta (2023) dengan judul 

“Efektivitas Kinerja Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur 

Dalam Menangani Maladministrasi Pelayanan Publik”. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan 

menggunakan indikator pengukuran efektivitas yaitu: produktivitas, 

kemampuan beradaptasi, kepuasan kerja, dan pencarian sumber daya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa 

Timur telah memenuhi keempat indikator efektivitas tersebut, sehingga 

kinerja lembaga dapat dikatakan cukup efektif dalam menangani 

maladministrasi pelayanan publik sesuai prosedur serta selalu berusaha 

menyelesaikan aduan maladministrasi sesuai target meskipun, terdapat 

kekurangan pada pegawai atau personil yang ada saat ini. 

Ketiga, penelitian oleh Resnu Ardian Pratama dan Simson Ginting (2023) 

dengan judul “Efektivitas Kinerja Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Sumatera Utara Dalam Penanganan Maladministrasi Pada 

Pelayanan Publik”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara 
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Dalam Penanganan Maladministrasi Pada Pelayanan Publik. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teori Emitai Etzioni dengan 

pengukuran efektivitas melalui empat dimensi atau kriteria yaitu adaptasi, 

integrasi, motivasi dan produksi. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 

Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara sudah cukup efektif dalam 

penanganan maladministrasi. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya 

Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara dalam memenuhi target kinerja per 

tahunnya. Walaupun demikian terdapat beberapa kendala terutama dalam hal 

anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia. 

Keempat, penelitian oleh Siti Julaeha, dkk (2021) dengan judul “Kinerja 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Dalam 

Penanganan Dugaan Maladministrasi di Jawa Barat Tahun 2017-2018”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode metode penelitian kualitatif 

yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai 

aspek yang ada dalam kinerja organisasi di Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Teori yang dikemukakan oleh Agus 

Dwiyanto (2006) dijadikan acuan dalam penelitian ini, dimana kinerja 

organisasi dapat diukur melalui lima indikator yaitu produktivitas, kualitas 

layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat masih belum optimal. Belum optimalnya kinerja 

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dapat dilihat dari beberapa aspek 

yang belum optimal. Belum optimalnya pencapaian target kinerja tersebut 

disebabkan karena adanya beberapa hambatan seperti dari sumber daya 

manusia, sistem manajemen, aturan dan adanya keterbatasan kewenangan. 

Kelima, penelitian oleh Wella Mastri Aidhila dan Dadang Mashur (2022) 

dengan judul “Kinerja Ombudsman Perwakilan Riau Dalam Penanganan 

Keluhan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan di Kota Pekanbaru”. 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Ombudsman 

Perwakilan Riau pada penanganan keluhan pelayanan publik di bidang 
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Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui kegiatan wawancara, 

observasi, serta dokumentasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

indikator pengukuran kinerja dari Agus Dwiyanto (2006) yaitu produktivitas, 

kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Ombudsman Provinsi Riau Dalam 

Penanganan Keluhan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan sudah cukup 

baik dilihat dari indikator-indikator kinerja yang dipakai terlaksana dengan 

baik. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti mengenai kinerja Ombudsman 

dalam penyelesaian atau penanganan laporan masyarakat. Kemudian 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa hal 

yaitu: Pertama, perbedaan masalah penelitian di mana penelitian terdahulu 

banyak berangkat dari permasalahan adanya kenaikan mengenai kasus 

maladministrasi sedangkan penelitian ini berangkat dari permasalahan yaitu 

terdapat beberapa laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi 

yang belum terselesaikan sesuai dengan batas waktunya. Kedua, perbedaan 

lokasi penelitian di mana lokasi dalam penelitian ini yaitu Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung sehingga tentunya memiliki perbedaan 

permasalahan, kinerja, dan faktor-faktor lainnya dengan penelitian terdahulu. 

Ketiga, perbedaan teori yang akan peneliti gunakan berbeda dengan 

penelitian-penelitian terdahulu di mana pada penelitian ini menggunakan 

indikator kinerja menurut Miner dalam Sutrisno (2010:172) yaitu kualitas 

kerja yang dihasilkan, kuantitas kerja yang dihasilkan, waktu kerja, dan kerja 

sama. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena terdapat permasalahan 

yaitu keterlambatan penyelesaian laporan masyarakat oleh Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung. Kinerja merupakan suatu hal yang sangat 

penting terutama dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal 

ini yaitu Ombudsman, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik 

yang juga memiliki tugas untuk menyelesaikan/menindaklanjuti laporan yang 

masuk mengenai dugaan maladministrasi pelayanan publik tentu kinerjanya 
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merupakan hal yang menjadi perhatian utama. Tentu banyak masyarakat yang 

melapor memiliki harapan yang tinggi kepada Ombudsman agar laporannya 

dapat diselesaikan dengan baik, dengan tepat waktu, dan sebagainya. Inilah 

yang menjadi urgensi dalam penelitian ini, sehingga penting untuk diteliti 

bagaimana kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam 

penyelesaian laporan pengaduan masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dari itu 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Kinerja Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan dugaan maladministrasi 

pelayanan publik”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam 

penyelesaian laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik? 

2. Apa faktor penyebab keterlambatan penyelesaian beberapa laporan 

dugaan maladministrasi hingga melewati jangka waktu di periode tahun 

2022? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menggambarkan kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung 

dalam penyelesaian laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik. 

2. Menjelaskan faktor penyebab keterlambatan penyelesaian beberapa 

laporan dugaan maladministrasi hingga melewati jangka waktu di periode 

tahun 2022. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis dilakukannya penelitian ini sebagai bagian untuk 

memperluas pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan terkait pelayanan 

publik, khususnya mengenai kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung dalam penyelesaian laporan dugaan maladministrasi pelayanan 

publik. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah memberikan 

pengetahuan, saran, ataupun masukan mendalam kepada Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung khususnya pada bidang Keasistenan 

Pemeriksaan Laporan terkait kinerja penyelesaian laporan dugaan 

maladministrasi pelayanan publik sehingga dapat dijadikan sebagai 

evaluasi agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. 



 
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Tinjauan Kinerja 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja berasal dari kata “job performance atau actual performance” 

yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang. Kinerja juga diartikan sebagai suatu hasil dari usaha seseorang 

yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi 

tertentu. Menurut Robbins (2015:260) kinerja merupakan suatu hasil 

yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya berdasarkan kriteria 

tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Mangkunegara (2001:67) 

juga mendefinisikan kinerja yaitu hasil kerja berdasarkan kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kualitas 

dalam konteks ini yaitu dilihat dari kehalusan, kebersihan dan ketelitian 

dalam pekerjaan, sementara kuantitas dilihat dari jumlah atau banyaknya 

pekerjaan yang harus diselesaikan karyawan. 

 

Sedangkan menurut Moeheriono (2014:95), kinerja atau performance 

menggambarkan sejauh mana suatu program, kegiatan, atau kebijakan 

berhasil dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah 

ditetapkan oleh organisasi melalui perencanaan strategisnya. Kinerja 

juga didefinisikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh individu 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung 

jawab dan kewenangan yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan 
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organisasi secara sah, tidak melanggar hukum, serta sesuai dengan moral 

maupun etika (Prawirosentono dalam Sutrisno, 2010:170).  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan hasil atau tingkat pencapaian dari suatu pekerjaan 

yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu, baik itu secara kualitas maupun kuantitas berdasarkan tanggung 

jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

2.1.2 Kinerja Terkait Perilaku 

Kinerja terkait perilaku atau yang biasanya disebut dengan perilaku kerja 

merupakan segala tindakan yang menunjukan tingkah laku yang dibawa 

oleh seorang karyawan dari lingkungan asalnya dan diterapkan terhadap 

karyawan lainnya maupun terhadap lingkungannya. Definisi perilaku 

kerja Robbins (2015:35) yaitu bagaimana orang orang dalam lingkungan 

kerja dapat dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam kerja. 

Dimana pendapat tersebut menekankan pada sikap yang diambil oleh 

pekerja untuk menentukan apa yang akan orang dengan tipe ini lakukan 

di lingkungan tempat kerja dan juga bagaimana perilakunya dalam suatu 

proses menyelesaikan sebuah pekerjaan atau tanggung jawab yang telah 

diberikan. 

 

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut A. Dale Timple dalam Mangkunegara (2005:15) terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu: 

1) Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi 

itu sendiri atau juga dari dalam individu atau seseorang di suatu 

organisasi. Faktor internal ini misalnya seperti kemampuan seorang 

pegawai, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan reality (knowledge+skill) yang artinya pegawai yang 

memiliki kemampuan diatas rata-rata dan cerdas dengan pendidikan 
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yang sesuai dengan jabatan yang ditentukan dan memiliki 

keterampilan yang baik dalam mengerjakan sehari-hari maka akan 

lebih mudah untuk mencapai kinerja yang lebih maksimal sesuai 

yang diharapkan. Kemudian faktor internal lainnya juga dapat dilihat 

dari sumber daya manusia serta sarana prasarana. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

seseorang yang berasal dari lingkungan luar organisasi. Dalam hal ini 

faktor-faktor permasalahan yang berasal dari luar Ombudsman 

misalnya seperti partisipasi masyarakat dan penyelenggara pelayanan 

publik. 

 

Sedangkan menurut Ruky (2001:7), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja yaitu: 

1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang 

digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka 

akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. 

2) Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. 

3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan 

ruangan, dan kebersihan. 

4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada 

dalam organisasi yang bersangkutan. 

5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota 

organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. 

6) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, 

imbalan, promosi, dan lainnya. 

 

2.1.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah suatu parameter yang akan diukur dan dinilai, 

serta digunakan sebagai dasar untuk melihat dan mengevaluasi tingkat 

kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah 
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kegiatan selesai. Indikator kinerja digunakan untuk memastikan bahwa 

kinerja organisasi yang bersangkutan mengalami peningkatan 

kemampuan yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan (Sedarmayanti, 2010:198). 

 

Menurut Miner dalam Sutrisno (2010:172) mengenai aspek-aspek 

pengukuran kinerja, yaitu: 

1) Kualitas kerja yang dihasilkan. Kualitas kerja merupakan seberapa 

baik seorang pegawai mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya. 

Menurut Robbins dalam Bintoro dan Daryanto (2017: 107) kualitas 

kerja dapat dilihat dari perspektif pegawai terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan yang diukur dari keterampilan, serta 

kesempurnaan tugas atau hasil kerja. Kualitas kerja dapat 

digambarkan dari tingkat baik buruknya hasil kerja pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan juga keterampilan pegawai dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan padanya. Pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang jelas merupakan hal yang sangat mendasar 

dalam penerapan kualitas kerja (Handoko, 2000:47).  Kualitas kerja 

dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu: 

• Keterampilan, merupakan kemampuan untuk melaksanakan 

suatu tugas tertentu dengan baik secara fisik ataupun mental. 

Keterampilan lebih mengarah pada kemampuan seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan (Sudarmanto, 2009:60). Menurut 

Robbins (2000:494), seseorang atau individu dapat dikatakan 

terampil yang pertama jika memiliki basic literacy skill atau 

keterampilan dasar seperti membaca, menulis, mendengar, 

kemudian interpersonal skill seperti bekerja dalam tim, dan 

problem solving yaitu seperti menganalisa serta memilih 

penyelesaian yang baik. 

• Tanggung jawab, yaitu melakukan tugas sepenuh hati, bekerja 

dengan etos yang tinggi, berusaha keras untuk mencapai prestasi 

terbaik (giving the best), mampu mengontrol diri dan 



18 
 

 

berkomitmen terhadap pilihan dan keputusan yang diambil 

(Samani, 2012:51). 

• Hasil kerja, merupakan hasil yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta 

waktu (Badriyah, 2018:136). 

2) Kuantitas kerja yang dihasilkan, merupakan hasil yang dinyatakan 

dalam bentuk jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas 

kerja dilihat dari jumlah atau banyaknya pekerjaan yang harus 

diselesaikan karyawan. 

3) Waktu kerja, yaitu berkaitan dengan jumlah absensi atau kehadiran, 

dan juga tingkat keterlambatan kehadiran yang dilakukan oleh 

pegawai di waktu kerjanya. 

• Kehadiran kerja, merupakan waktu atau jam yang digunakan oleh 

pekerja ketika masuk atau meninggalkan tempat kerja sesuai yang 

telah ditetapkan. 

• Tingkat Keterlambatan, merupakan waktu pelaksanaan yang 

tidak dimanfaatkan sesuai rencana atau lewat dari waktu yang 

ditentukan. 

4) Kerja sama, yaitu bagaimana individu membantu atau justru 

menghambat usaha dari rekan kerjanya. Menurut Davis (1996:33) 

kerja sama dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut: 

• Jalinan kerja sama, menurut Bachtiar (2014:79) kerja sama 

merupakan sinergitas kekuatan dari beberapa orang dalam 

mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerja sama akan 

menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada 

kesuksesan. Kerja sama merupakan sebuah sistem pekerjaan 

yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan 

tujuan yang direncanakan bersama. 

• Kekompakan, merupakan bekerja sama dan bersatu padu, teratur 

dan rapi dalam menghadapi suatu pekerjaan yang ditandai adanya 

saling tergantung satu sama lain (Dewi, 2007:58). 
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Pendapat lain juga dikemukakan oleh Dwiyanto (2008:50) untuk 

mengukur kinerja pegawai atau suatu organisasi yaitu melalui indikator 

berikut: 

1) Produktivitas, pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input 

dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan 

kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba 

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan 

memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil 

yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 

2) Kualitas Layanan, yaitu isu mengenai kualitas layanan cenderung 

semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi 

pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk 

mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan 

masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi 

publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan 

dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. 

3) Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

4) Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 

organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, 

baik yang eksplisit maupun implisit. 

5) Akuntabilitas, mengarah pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh 

rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat 

digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. 

Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal 

yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti 

pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran 
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eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat. 

 

Dari berbagai macam indikator pengukuran kinerja yang telah 

dipaparkan di atas, peneliti memilih menggunakan teori menurut Miner 

dalam Sutrisno (2010:172) yaitu mengenai indikator kinerja yang diukur 

dengan kualitas kerja yang dihasilkan, kuantitas kerja yang dihasilkan, 

waktu kerja, dan kerja sama dengan alasan karena menurut peneliti 

indikator tersebut sesuai, lebih tepat, dan mampu untuk mengukur kinerja 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian 

laporan pengaduan maladministrasi pelayanan publik. 

 

 

2.2 Tinjauan Pelayanan Publik 

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik diartikan sebagai tindakan atau kegiatan memberikan 

pelayanan kepada individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan 

dengan organisasi itu sesuai dengan peraturan dasar dan tata cara yang 

telah ditetapkan. Pelayanan publik menurut Moenir (1995:26) adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu 

dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 

Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi dapat diambil 

kesimpulan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan 

yang mencakup berbagai jenis layanan seperti barang publik, jasa publik, 

maupun administratif yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan 
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Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

2.2.2 Asas Pelayanan Publik 

Asas pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut: 

1) Transparansi: bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti. 

2) Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi 

dan efektivitas. 

4) Partisipatif: mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5) Kesamaan Hak: tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 

suku, ras, dan agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban: pemberi dan penerima 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. 

 

2.2.3 Jenis Pelayanan Publik 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, terdapat 3 (tiga) kelompok pelayanan publik sebagai berikut: 

1) Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau 

penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-
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dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte 

Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya. 

2) Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/ jenis yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, 

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 

3) Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 

 

2.2.4 Standar Pelayanan Publik 

Standar pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur Pelayanan: Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi 

pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

2. Waktu Penyelesaian: Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk 

pengaduan. 

3. Biaya Pelayanan: Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang 

ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 

4. Produk Pelayanan: Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

5. Sarana dan Prasarana: Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 

yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Publik: Kompetensi petugas 

pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat sesuai berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang 

dibutuhkan. 
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2.3 Tinjauan Maladministrasi  

2.3.1 Pengertian Maladministrasi 

Dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 

tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, menjelaskan 

bahwa: “Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan 

hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan 

lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian 

atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 

yang menimbulkan kerugian materil dan atau/immaterial bagi 

masyarakat dan orang perseorangan. Menurut Widodo (2001:259), 

maladministrasi merupakan suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu 

praktik administrasi, atau suatu kegiatan yang menjauhkan dari 

pencapaian tujuan administrasi”. Dalam tulisan Irmandani (2018:4) 

menjelaskan kata maladministrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri 

dari kata “malmahum” yang berarti buruk atau jelek dan administrasi 

yang berarti layanan. Maka arti kata maladministrasi adalah pelayanan 

yang buruk atau jelek. Secara lebih umum, maladministrasi merujuk pada 

tindakan yang mengarah pada penyimpangan, pelanggaran, atau 

pengabaian terhadap kewajiban hukum dan norma-norma moral 

masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan ini tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance). 

 

2.3.2 Bentuk-Bentuk Maladministrasi 

Menurut Sunaryati Hartono dkk (2003, 18) bentuk-bentuk 

maladministrasi terdiri dari dua puluh kategori. Dalam hal ini dapat 

diklasifikasikan menjadi enam kelompok berdasarkan karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Kelompok pertama adalah bentuk maladministrasi yang terkait 

dengan ketetapan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, 
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yaitu: a) Penundaan Berlarut, b) Tidak Menangani, c) Melalaikan 

Kewajiban. 

2. Kelompok kedua adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang 

mencerminkan keberpihakkan sehingga menimbulkan rasa 

ketidakadilan dan diskriminasi. Kelompok ini terdiri dari: a) 

Persengkokolan, b) Kolusi dan Nepotisme, c) Bertindak tidak adil, 

dan d) Nyata-nyata berpihak. 

3. Kelompok ketiga adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih 

mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan 

peraturan perundangan. Kelompok ini terdiri dari: a) Pemalsuan, b) 

Pelanggaran Undang-Undang, c) Perbuatan melawan hukum. 

4. Kelompok keempat adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang 

terkait dengan kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang 

berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada 

masyarakat. Kelompok ini terdiri dari: a) Tindakan di luar 

kompetensi, b) Tidak Kompeten, c) Intervensi yang mempengaruhi 

proses pemberian pelayanan umum, d) Penyimpangan Prosedur. 

5. Kelompok kelima adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang 

mencerminkan sikap arogansi seorang pejabat publik dalam proses 

pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri 

dari: a) Bertindak sewenang-wenang, b) Penyalahgunaan wewenang, 

c) Bertindak tidak layak/tidak patut. 

6. Kelompok keenam adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang 

mencerminkan tindakan korupsi secara aktif. Kelompok ini terdiri 

dari: a) Korupsi, b) Tindakan penguasaan barang orang lain tanpa hak, 

c) Penggelapan barang bukti. 

 

 

2.4 Tinjauan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan Ombudsman Republik 

Indonesia sebagai lembaga yang negara yang mempunyai kewenangan 
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mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan 

oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan 

oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum 

Milik Negara, dan Badan Swasta atau perorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. Tugas menyelenggarakan pelayanan publik 

tertentu yang dilakukan oleh swasta atau perorangan tersebut antara lain 

pekerjaan yang dilakukan oleh swasta atau perorangan berdasarkan kontrak 

yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual dan kejelasan mengenai 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono: 2019:95). 

Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik 

mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan, menerima 

pengaduan atau laporan, dan juga menyelesaikan laporan masyarakat. 

 

Pada penelitian ini, peneliti akan fokus pada kinerja Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan dugaan 

maladministrasi pelayanan publik, hal ini dilatarbelakangi oleh adanya 

sejumlah laporan di periode tahun 2022 yang belum terselesaikan hingga 

melebihi tenggat waktu yang seharusnya atau dengan kata lain laporan 

tersebut mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaiannya. Penelitian 

ini menggunakan pengukuran kinerja organisasi menurut Miner (dalam 

Sutrisno, 2010:172) yaitu: kualitas kerja yang dihasilkan, kuantitas kerja yang 

dihasilkan, waktu kerja, dan kerja sama sebagai indikator acuan untuk 

mengukur bagaimana kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung 

dalam penyelesaian laporan pengaduan maladministrasi pelayanan publik 
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dengan alasan bahwa teori ini dapat menjelaskan secara keseluruhan 

mengenai fenomena atau permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, teori ini 

juga menjelaskan beberapa variabel atau indikator yang memang sesuai di 

dalam penelitian ini karena melihat suatu kinerja tentunya tidak lepas dari 

kualitas, kuantitas, ketepatan waktunya, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, 

teori ini sangat cocok dan relevan untuk digunakan dalam penelitian ini 

karena akan melihat bagaimana kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung dari kualitas yang dihasilkan, kuantitas yang dihasilkan, waktu 

kerja, dan kerja sama seperti yang dikemukakan oleh Miner (dalam Sutrisno, 

2010: 172). Jika dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan masyarakat sudah 

sesuai dan memenuhi indikator-indikator tersebut, maka kinerja Ombudsman 

RI Perwakilan Provinsi Lampung dapat dikatakan sudah tercapai dan 

tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi penyelenggaraan 

pelayanan publik, dan jika sebaliknya maka kinerja Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung dapat dikatakan belum tercapai. 
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      Permasalahan: 

Belum terselesaikannya sejumlah laporan masyarakat pada periode 

tahun 2022 hingga melewati tenggat waktu yang seharusnya 

  

  

        

          Faktor Penyebab/yang Mempengaruhi 

          Kinerja Ombudsman menurut A. Dale Timple 

Indikator Kinerja menurut Miner       dalam Mangkunegara (2005:15): 

Miner dalam Sutrisno (2010:172):       1. Faktor Internal                   

1. Kualitas Kerja             - Kemampuan Pegawai 

2. Kuantitas Kerja             - Sumber Daya Manusia 

3. Waktu Kerja              - Sarana & Prasarana 

4. Kerja  Sama          2. Faktor Eksternal 

               - Partisipasi Masyarakat   

               - Penyelenggara Pelayanan Publik 

     

   

        

 

 

         Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung 

          Dalam Penyelesaian Laporan Dugaan Maladministrasi 

                                       Pelayanan Publik 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir.  



 
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan 

terkait karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu. Sedangkan 

metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengkaji situasi 

alamiah pada objek penelitian, dimana peneliti berperan sebagai instrumen 

utama, dan data dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik 

triangulasi. Analisis data bersifat deduktif dan kualitatif, dengan penekanan 

lebih besar pada pengungkapan makna daripada generalisasi. Data yang 

dikumpulkan dalam metode penelitian ini berbentuk teks atau gambar, bukan 

angka atau statistik (Sugiyono, 2019:18). 

 

Metode penelitian ini peneliti pilih karena metode ini berfokus pada 

pemahaman yang mendalam, pengembangan teori, dan pendeskripsian 

realitas sosial. Pada penelitian ini, peneliti ingin memecahkan masalah 

dengan menguraikan atau menggambarkan situasi objek penelitian pada saat 

ini secara mendalam dari fenomena yang dikaji berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan 

pendekatan secara intens dengan informan agar memperoleh data yang 

faktual. Informasi yang diperoleh yaitu melalui proses wawancara, observasi, 

dan dokumentasi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi tertulis atau 

dalam bentuk kata-kata bukan angka, sehingga metode ini sangat relevan 

untuk dipakai dalam penelitian ini di mana penelitian ini akan mencoba untuk 

mendeskripsikan realitas yang terjadi yaitu berkaitan dengan kinerja 
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Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan 

dugaan maladministrasi pelayanan publik. Sehingga metode ini sangat 

relevan untuk dipakai dalam penelitian ini 

 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung, Jalan Cut Mutia No. 137 Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk 

Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi penelitian ini 

didasarkan pada hasil pra riset peneliti saat melakukan magang di 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dan menemukan sebuah 

permasalahan yaitu terdapat beberapa laporan masyarakat mengenai dugaan 

maladministrasi yang belum terselesaikan sesuai dengan batas waktunya. Hal 

inilah yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Ombudsman 

RI Perwakilan Provinsi Lampung karena adanya kesesuaian topik yang akan 

diteliti dan adanya permasalahan tersebut adalah berada di Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung.  

 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2019:275), fokus penelitian merupakan 

domain tunggal atau beberapa domain yang berkaitan dengan situasi sosial. 

Pemilihan fokus dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat keterbaruan 

informasi yang akan ditemukan dalam situasi sosial atau di lapangan. Fokus 

penelitian mengatur batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga 

peneliti dapat lebih fokus pada pemahaman masalah dalam penelitiannya. 

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan kinerja 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan 

dugaan maladministrasi pelayanan publik dengan menggunakan indikator 

kinerja menurut Miner dalam Sutrisno (2010:172) yaitu: 

1) Kualitas kerja yang dihasilkan, yaitu diukur dari keterampilan, tanggung 

jawab, dan hasil kerja. 
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- Keterampilan, merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu 

tugas tertentu dengan baik secara fisik ataupun mental. Menurut 

Robbins (2000:494), seseorang atau individu dapat dikatakan terampil 

yang pertama jika memiliki basic literacy skill atau keterampilan dasar 

seperti membaca, menulis, mendengar, kemudian interpersonal skill 

seperti bekerja dalam tim, dan problem solving yaitu seperti 

menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik. 

- Tanggung jawab, yaitu melakukan tugas sepenuh hati, bekerja dengan 

etos yang tinggi, berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik 

(giving the best), mampu mengontrol diri dan berkomitmen terhadap 

pilihan dan keputusan yang diambil (Samani, 2012:51). Dengan kata 

lain yaitu seseorang dikatakan bertanggung jawab jika berusaha 

semaksimal mungkin dan berkomitmen menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik. 

- Hasil kerja, merupakan hasil yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, hasil kerja yang baik 

ketika individu dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan 

target dan aturan yang berlaku (Badriyah, 2018:136). 

2) Kuantitas kerja yang dihasilkan, yaitu diukur dari jumlah hasil kerja atau 

aktivitas yang dapat dihasilkan atau diselesaikan sesuai target. 

3) Waktu kerja, yaitu diukur dari absensi kehadiran kerja dan tingkat 

keterlambatan kehadiran. 

- Kehadiran kerja, merupakan waktu atau jam yang digunakan oleh 

pekerja ketika masuk atau meninggalkan tempat kerja sesuai yang 

telah ditetapkan. 

- Tingkat Keterlambatan, merupakan waktu pelaksanaan yang tidak 

dimanfaatkan sesuai rencana atau lewat dari waktu yang ditentukan. 

4) Kerja sama, yaitu diukur dari jalinan kerja sama dan kekompakan. 

- Jalinan kerja sama, menurut Bachtiar (2014:79) kerja sama merupakan 

sinergitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan 

yang diinginkan. Kerja sama yang baik terlihat ketika antar individu 
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saling menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada 

kesuksesan. 

- Kekompakan, merupakan bekerja sama dan bersatu padu, teratur dan 

rapi dalam menghadapi suatu pekerjaan yang ditandai adanya saling 

tergantung satu sama lain serta sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh 

dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan 

bersama (Dewi, 2007:58). 

 

Selain itu, fokus dalam penelitian ini juga untuk menjelaskan faktor-faktor 

penyebab atau yang mempengaruhi kinerja Ombudsman dalam penyelesaian 

laporan menurut A. Dale Timple dalam Mangkunegara (2005:15) yaitu: 

1. Faktor Internal, dengan indikator kemampuan pegawai, sumber daya 

manusia, dan sarana prasarana. 

2. Faktor Eksternal, dengan indikator partisipasi masyarakat dan 

penyelenggara pelayanan publik. 

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Lofland dalam Moleong (2014:157) mengungkapkan sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan tindakan yang diperoleh 

dari informan melalui wawancara, serta data tambahan seperti dokumen dan 

sumber-sumber lainnya. Sumber data ini bisa berupa objek, benda, kejadian, 

individu, atau lokasi yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi untuk 

menganalisis data dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat sesuai 

dengan fokus penelitian. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu merujuk kepada informasi yang diperoleh secara 

langsung dari informan atau subjek penelitian. Pada penelitian ini, data 

primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang 

dipilih berdasarkan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah 

penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi 

data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa 
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informan. Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

pegawai Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung bidang 

pemeriksaan laporan dan masyarakat yang menjadi Pelapor di 

Ombudsman. 

 

2. Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara 

langsung kepada peneliti, tetapi informasinya diperoleh melalui studi 

kepustakaan atau studi dokumentasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian 

ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang bersumber 

dari dokumen negara berupa Peraturan Menteri, Peraturan Perundang-

Undangan, jurnal ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi 

lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. 

 

 

3.5 Informan Penelitian 

Sugiyono (2019:289) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik 

pengambilan sampel yang biasanya digunakan untuk memilih informan 

adalah teknik Purposive Sampling, yang artinya dengan menentukan 

seseorang yang dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan, bisa 

saja seseorang itu adalah pimpinan sehingga mempermudah peneliti dalam 

memperoleh informasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: 

 

Tabel 5. Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1. Nur Rakhman Yusuf Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung 

2. Upi Fitriyanti Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan 

3. Tegar Adiwijaya Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan 

4. Atika Mutiara Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan 

5. Irsyad Fatoni Masyarakat Pelapor 

6. Suartini Bambang Masyarakat Pelapor 

7. Inisial MT Masyarakat Pelapor 

8. Inisial S Masyarakat Pelapor 
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Dalam menentukan informan tersebut, peneliti memilih pihak-pihak dari 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung seperti yang tercantum pada 

tabel di atas berdasarkan kesesuaian bidangnya dan relevan dengan penelitian 

yang akan diteliti, yaitu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung yang tentunya sebagai orang yang paling memahami dan 

mengerti bagaimana kinerja Ombudsman secara keseluruhan dalam 

penyelesaian laporan, serta Kepala Keasistenan dan Asisten Bidang 

Pemeriksaan Laporan yang tentunya juga paling memahami bagaimana 

proses dari tindak lanjut dalam penyelesaian laporan. Kemudian penentuan 

informan dari masyarakat ditentukan dari masyarakat yang melapor pada 

tahun 2022, dan peneliti mengambil pelapor yang laporannya telah 

diselesaikan oleh Ombudsman dengan tepat waktu dan juga yang laporannya 

belum terselesaikan sesuai dengan tenggat waktunya. 

 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara (Interview) 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019:304), wawancara merupakan 

pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Tujuan wawancara yaitu untuk mendapatkan kejelasan dari 

sumber-sumber data yang tidak dapat dipahami oleh peneliti, serta untuk 

memperoleh pemahaman dan penjelasan lebih lanjut mengenai realitas 

objek yang sedang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

oleh peneliti dengan beberapa pegawai Ombudsman Provinsi Lampung 

dan beberapa masyarakat yang melapor ke Ombudsman. Pihak informan 

tersebut yang telah dianggap mengerti mengenai permasalahan yang 

diteliti. 

 



34 
 

 

Peneliti telah melakukan turun lapangan beberapa kali untuk melakukan 

wawancara dengan informan penelitian dengan jadwal dan lokasi yang 

sudah ditentukan dan disepakati. Berikut rincian kegiatan turun lapangan 

untuk melakukan wawancara dengan informan yang peneliti lakukan: 

1. Wawancara dengan Bapak Tegar Adiwijaya, S.H., M.H selaku 

pegawai atau asisten bidang pemeriksaan laporan Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 

2023 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, terkait 

semua indikator kinerja yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

kualitas kerja, kuantitas kerja, waktu kerja, dan kerja sama (uraian 

hasil wawancara terlampir). 

2. Wawancara dengan Ibu Atika Mutiara Oktakevina, S.I.P., M.H selaku 

pegawai atau asisten bidang pemeriksaan laporan Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung pada hari Jumat tanggal 15 Desember 

2023 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, terkait 

semua indikator kinerja yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

kualitas kerja, kuantitas kerja, waktu kerja, dan kerja sama (uraian 

hasil wawancara terlampir). 

3. Wawancara dengan Ibu Upi Fitriyanti, S.P., M.Si selaku kepala 

keasistenan bidang pemeriksaan laporan Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 di 

Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, terkait semua 

indikator kinerja yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitas 

kerja, kuantitas kerja, waktu kerja, dan kerja sama (uraian hasil 

wawancara terlampir). 

4. Wawancara dengan Bapak Nur Rakhman Yusuf, S.Sos selaku kepala 

perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung pada hari Selasa 

tanggal 19 Desember 2023 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung, terkait semua indikator kinerja yang dipakai dalam 

penelitian ini yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, waktu kerja, dan 

kerja sama (uraian hasil wawancara terlampir). 
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5. Wawancara dengan Bapak Irsyad Fatoni selaku masyarakat yang 

pernah melapor ke Ombudsman, pada hari Kamis tanggal 18 

Desember 2023 di kediamannya, terkait indikator kinerja yaitu 

kualitas kerja, waktu kerja, dan kerja sama pegawai Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung dalam menangani penyelesaian 

laporan masyarakat (uraian hasil wawancara terlampir). 

6. Wawancara dengan Ibu Suartini Bambang selaku masyarakat yang 

pernah melapor ke Ombudsman, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 

2024 di kediamannya, terkait indikator kinerja yaitu kualitas kerja, 

waktu kerja, dan kerja sama pegawai Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung dalam menangani penyelesaian laporan 

masyarakat (uraian hasil wawancara terlampir). 

7. Wawancara dengan Inisial MT selaku masyarakat yang pernah 

melapor ke Ombudsman, pada hari Kamis tanggal 4 Januari di Mister 

Geprek Unila, terkait indikator kinerja yaitu kualitas kerja, waktu 

kerja, dan kerja sama pegawai Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung dalam menangani penyelesaian laporan masyarakat (uraian 

hasil wawancara terlampir). 

8. Wawancara dengan Inisial S (identitas dirahasiakan) selaku 

masyarakat yang pernah melapor ke Ombudsman, pada hari Sabtu 

tanggal 6 Januari 2024 di Kopi Ketje Kedaton Bandar Lampung, 

terkait indikator kinerja yaitu kualitas kerja, waktu kerja, dan kerja 

sama pegawai Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam 

menangani penyelesaian laporan masyarakat (uraian hasil wawancara 

terlampir). 

 

2. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

terorganisir untuk mengamati fenomena sosial dengan gejala psikis yang 

kemudian dilakukan pengamatan. Pada dasarnya observasi adalah  teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan 

dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, 
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kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Marshall dalam Sugiyono 

(2019:297) juga mengungkapkan bahwa melalui observasi 

memungkinkan peneliti memahami perilaku, dan makna dari perilaku 

tersebut. Peneliti melakukan observasi langsung, mengumpulkan data 

yang didapatkan melalui pengamatan dan meminta informasi dari 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Melalui observasi, 

peneliti dapat mencari informasi lebih lanjut. 

 

Observasi ini dilakukan peneliti ketika magang di Kantor Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung selama 5 bulan, mulai dari bulan Maret-

Juli 2023. Dalam kurun waktu 5 bulan tersebut, selain melakukan magang 

peneliti juga mulai mengamati dan mengumpulkan data penelitian di 

lapangan terkait kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung 

dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat. Adapun kegiatan 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Kegiatan Observasi 

Indikator Kegiatan Observasi Waktu Pelaksanaan 

Kualitas Kerja Peneliti mengamati 

bagaimana keterampilan, 

tanggung jawab, hasil kerja 

yang dilakukan oleh 

pegawai Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi 

Lampung. Keterampilan 

membaca, menulis dan 

menganalisis dituangkan 

dalam bentuk produk 

pemeriksaan berupa LHPD 

(Laporan Hasil Pemeriksaan 

Dokumen) dan LAHP 

(Laporan Akhir Hasil 

Pemeriksaan). Selama 

peneliti magang di 

Ombudsman, peneliti sering 

membantu menyusun dan  

Observasi dilakukan 

selama peneliti 

melaksanakan 

magang di 

Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi 

Lampung. 
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 Tabel 6 (Lanjutan) 

Indikator Kegiatan Observasi Waktu Pelaksanaan 

 mengoreksi LHPD dan 

LAHP tersebut yang di 

mana isinya berupa analisis 

mereka terkait permasalahan 

yang dilaporkan dan analisis 

terkait regulasi-regulasi. 

Peneliti juga sering 

membantu mengecek map 

laporan masyarakat di mana 

salah satu berkas di 

dalamnya selalu terdapat 

surat-surat yang ditujukan 

kepada Pelapor mengenai 

pemberitahuan tahapan-

tahapan yang dilakukan oleh 

Ombudsman. Peneliti juga 

mengamati para pegawai 

Ombudsman dalam 

menyelesaikan laporan 

masyarakat apakah sudah 

sesuai dengan prosedur atau 

SOP yang berlaku. 

 

 

Kuantitas Kerja Peneliti melakukan 

pengamatan ketika datang 

ke kantor Ombudsman dan 

melihat laporan tahunan 

Ombudsman tahun 2022 

secara langsung, diketahui 

bahwa Ombudsman telah 

berhasil menyelesaikan 

target penyelesaian laporan 

masyarakat. 

 

Hari Selasa, 19 

Desember pukul 13.00 

di Kantor 

Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi 

Lampung 

Waktu Kerja Peneliti mengamati para 

pegawai Ombudsman ketika 

masuk kerja dan pulang 

kerja apakah sesuai dengan 

ketentuan waktu. Peneliti 

mengamati kedatangan dan 

Observasi dilakukan 

selama peneliti 

melaksanakan magang 

di Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi 

Lampung. 
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 Tabel 6 (Lanjutan) 

Indikator Kegiatan Observasi Waktu Pelaksanaan 

 kepulangan kerja pegawai 

Ombudsman sehari-harinya 

karena peneliti juga ditaruh 

di bagian depan sehingga 

sering menyaksikan datang 

dan pulangnya pegawai 

Ombudsman di kantor. 

Memang terdapat beberapa 

kali pegawai yang terlambat 

namun itu masih dalam 

batas waktu toleransi, dan 

mereka akan mengganti 

keterlambatannya tersebut 

pada waktu pulang kerja di 

mana mereka akan 

 

 

Kerja Sama Peneliti mengamati kerja 

sama yang dilakukan antar 

pegawai Ombudsman dalam 

bekerja terutama ketika 

menangani laporan 

masyarakat dan dalam 

kegiatan rapat internal. 

Peneliti beberapa kali 

diikutsertakan dalam rapat 

yang dilakukan, seluruh 

anggota keasistenan akan 

dilibatkan dalam rapat 

tersebut. Pegawai 

Ombudsman selalu 

berpartisipasi aktif dalam 

forum. Dalam forum 

tersebut, mereka terlibat 

aktif, saling memberikan 

saran, masukan, serta 

membentuk tim untuk saling 

membantu proses 

penyelesaian laporan. 

Observasi dilakukan 

selama peneliti 

melaksanakan magang 

di Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi 

Lampung. 

Sumber: peneliti, 2023 
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3. Dokumentasi 

Arikunto (2006:158) menjelaskan dokumentasi yaitu mencari dan 

mengumpulkan data mengenai berbagai jenis dokumen seperti catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya. 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang 

termasuk dalam kategori data sekunder, seperti peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, 

jurnal, majalah, serta berbagai dokumen tertulis lainnya yang digunakan 

untuk melengkapi hasil wawancara. Dan dokumen-dokumen tersebut 

tentunya  harus relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Alasan 

peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu 

sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. 

 

Adapun dokumentasi yang peneliti dapatkan terkait dengan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Rekaman dan dokumentasi wawancara dengan informan 

2. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen (LHPD) 

3. Dokumen Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) 

4. Dokumen Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan (SPDP) 

5. Dokumentasi prosedur atau SOP dalam penyelesaian laporan 

masyarakat 

6. Dokumen laporan tahunan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung Tahun 2022 

7. Dokumen rekapitulasi laporan masyarakat tahun 2022 

8. Dokumen laporan sisa tahun 2022 

9. Dokumen rekapitulasi kehadiran pegawai Ombudsman tahun 2022 

10. Foto dokumentasi rapat internal Ombudsman 

11. Foto dokumentasi pegawai Ombudsman turun lapangan 
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3.7 Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, tahap yang selanjutnya dilakukan adalah pengolahan 

data. Menurut Effendi dkk dalam Singarimbun (2008:240), teknik 

pengolahan data terdiri dari: 

1. Editing Data 

Editing data yaitu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan untuk 

memastikan keabsahan data yang telah berhasil dikumpulkan dan untuk 

mempersiapkannya agar dapat digunakan pada tahap selanjutnya. Pada 

proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan 

pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara, kemudian 

melakukan penyuntingan teks yang berasal dari wawancara agar layak 

untuk disajikan. Selanjutnya dari observasi peneliti mendeskripsikan 

lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah digabungkan dan disajikan. 

Selanjutnya untuk dokumen, peneliti memilih data yang memang 

diperlukan saja untuk menunjang hasil dari penelitian tersebut. Dalam 

editing data ini, peneliti memperhatikan kelengkapan bacaan tulisan, 

kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban dari hasil wawancara dan 

observasi di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. 

 

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan, kemudian peneliti 

melakukan kegiatan editing data. Data yang peneliti olah melalui editing 

data yaitu berupa data hasil observasi di lingkungan kerja Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung serta data yang peneliti peroleh dari hasil 

wawancara dengan informan agar lebih mudah dipahami oleh peneliti, 

mulai dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian dan 

relevansinya dengan data yang lain, agar data yang nantinya ditampilkan 

oleh peneliti dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh pembaca. 

 

2. Interpretasi Data 

Interpretasi data adalah tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk 

menemukan makna dari hasil penelitian. Hal ini melibatkan lebih dari 

sekedar menjelaskan atau menganalisis data yang telah dikumpulkan, 
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tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan 

sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada 

lampiran. Jadi setelah data terkumpul dan diedit telah melalui proses 

penyuntingan, peneliti melanjutkan ke tahap interpretasi data dimulai 

dengan mencocokkan dan menggabungkan informasi yang diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan 

kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Interpretasi 

penulisan juga dilakukan dengan menampilkan data yang diperoleh dari 

cerita-cerita yang bersifat rahasia yang diperoleh oleh peneliti dari 

informan. Peneliti juga mengusahakan menggunakan kata – kata terbaik 

sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019: 320). Pada 

penelitian ini menggunakan model analisis data menurut Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2019:321) yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya cukup 

banyak dan beragam, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci 

kemudian melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 

2019:323). 
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Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak untuk itu peneliti dalam proses penelitian melakukan 

penyederhanaan. Dalam mereduksi data, peneliti merangkum data-data 

pokok yang didapatkan terkait kinerja Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung, kemudian peneliti memisahkan data-data pokok yang 

didapatkan ke dalam kolom-kolom dari setiap indikator serta membuang 

sebagian data yang sekiranya tidak memiliki relevansi dengan penelitian 

yang sedang diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat hasil 

penelitian dengan hasil yang jelas, sederhana, akurat, dan mudah 

mengetahui jawaban dari rumusan masalah. 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif yang 

mendeskripsikan Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung 

Dalam Penyelesaian Laporan Dugaan Maladministrasi Pelayanan Publik. 

Selain itu, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, tabel, dan sejenisnya. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam memahami permasalahan atau fenomena yang 

diteliti. 

 

Setelah peneliti selesai membuat reduksi data, kemudian data hasil 

reduksi tersebut disajikan dalam bentuk yang lebih inti, hal ini dilakukan 

peneliti agar data yang telah diambil dapat mempermudah peneliti dalam 

memahaminya. 

 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data 

model Miles dan Huberman. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu 

tahap di mana peneliti mencoba untuk menemukan atau menggambarkan 

makna/arti, pola, keteraturan, penjelasan, hubungan sebab-akibat, atau 

proposisi dari data yang telah diolah. Setelah data direduksi dan disajikan, 

langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi untuk kemudian dapat 
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mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dan biasanya 

disampaikan dalam bentuk narasi atau cerita. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2019: 329). 

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan yang dapat menjawab 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu kinerja 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian 

laporan pengaduan maladministrasi pelayanan publik. 

 

 

 

3.9 Teknik Validasi Data 

Teknik validasi atau keabsahan data pada penelitian kualitatif terdiri dari uji 

kredibilitas, validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas 

(Sugiyono, 2019:364). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

kredibilitas dengan cara triangulasi untuk menguji keabsahan data. 

Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa validitas data dengan 

memanfaatkan referensi dari sumber yang berbeda. Tujuan triangulasi adalah 

untuk memverifikasi keakuratan data dengan membandingkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber lainnya (Moleong, 2014:330). Terdapat tiga 

triangulasi dalam keabsahan data, yakni triangulasi sumber, triangulasi 

teknik/metode pengumpulan data dan triangulasi waktu (Sugiyono, 

2019:368). 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode pengumpulan 

data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang memiliki tujuan yang 

sama untuk memperoleh data mengenai Kinerja Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung Dalam Penyelesaian Laporan Dugaan Maladministrasi 

Pelayanan Publik. 



 
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi dalam penyelesaian laporan dugaan maladministrasi 

pelayanan publik secara keseluruhan sudah tercapai. Selain itu, kinerja 

Ombudsman juga dilihat berdasarkan 4 indikator kinerja menurut Miner 

dalam Sutrisno (2010:172) yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, waktu kerja, 

dan kerja sama sebagai berikut: 

1. Pada indikator kualitas kerja, bahwa dalam penyelesaian laporan dugaan 

maladministrasi pelayanan publik yang ditangani oleh Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung sudah baik. Hal ini dilihat dari pengukuran 

keterampilan, tanggung jawab, dan juga hasil kerja. Keterampilan yang 

dimiliki oleh pegawai Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung 

sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dimiliki yaitu keterampilan 

membaca, menulis, menganalisis serta bekerja dalam tim dan keterampilan 

tersebut sudah diimplementasikan dengan baik, meskipun di sisi lain 

masih terdapat pelatihan-pelatihan yang masih kurang optimal guna 

menunjang keterampilan pegawai serta tidak adanya fasilitas e-library 

untuk memudahkan dalam mencari regulasi-regulasi terkait substansi 

laporan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan pengaduan 

masyarakat juga sudah baik dilihat dari transparansi proses penyelesaian 

laporan kepada Pelapor sehingga Pelapor selalu mengetahui 

perkembangan laporannya sampai di mana. Kemudian hasil kerja 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian 
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laporan masyarakat juga sudah baik dilihat dari laporan-laporan yang 

diselesaikan telah sesuai dengan SOP yang berlaku, masyarakat yang 

melapor telah menerima penyelesaian yang baik atas laporannya walaupun 

ada beberapa laporan yang melewati baku mutu penyelesaian dikarenakan 

beberapa hal seperti keterbatasan jumlah pegawai, keterbatasan sarana 

transportasi, masyarakat atau Pelapor yang tidak memahami tugas dan 

wewenang Ombudsman dan Terlapor yang tidak kooperatif yang juga 

dikarenakan kurang aktifnya sosialisasi Ombudsman. 

 

2. Pada indikator kuantitas kerja, bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung telah mencapai kuantitas kerja yang baik dilihat dari target 

penyelesaian laporan masyarakat pada tahun 2022 yaitu 144 laporan, dan 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung berhasil mencapai target 

tersebut bahkan melampauinya yaitu sejumlah 186 laporan telah 

diselesaikan. 

 

3. Pada indikator waktu kerja, bahwa pegawai Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung selalu masuk kerja dan pulang kerja sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Hal ini dilihat dari pegawai Ombudsman yang 

tidak melewati batas toleransi waktu keterlambatan, dan mereka akan 

mengganti keterlambatan masuk kerja yang masih dalam batas waktu 

toleransi di waktu pulang kerja, sehingga pegawai Ombudsman selalu 

bekerja sesuai dengan waktu kerja setiap hari nya yaitu 8 jam 30 menit. 

 

4. Pada indikator kerja sama, bahwa pegawai Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan dugaan maladministrasi 

pelayanan publik kerja samanya sudah baik. Hal ini dilihat dari setiap 

pegawai yang menangani per laporan masyarakat selalu ada tim yang akan 

mendampingi dan membantu dalam proses penyelesaian laporan 

masyarakat dari awal hingga akhir, juga pegawai Ombudsman yang selalu 

berdiskusi, bertukar pikiran, mengingatkan, memberi saran serta masukan 

satu sama lain dalam penanganan laporan masyarakat baik itu dalam forum 

resmi seperti rapat maupun forum tidak resmi. 
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5.2 Saran 

1. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung ataupun atasannya yaitu 

Ombudsman RI yang berada di pusat diharapkan dapat lebih 

meningkatkan lagi terkait pelatihan-pelatihan untuk para pegawai 

Ombudsman dalam hal penyelesaian laporan masyarakat, karena semakin 

kesini semakin banyak laporan yang masuk ke Ombudsman disertai 

dengan kasus yang semakin bervariasi dan tingkat kesulitannya pun 

bertambah. Maka dari itu pelatihan, pendidikan, bimtek, workshop, dan 

lain sebagainya sangat diperlukan sekali untuk lebih ditingkatkan dan 

diadakan setiap tahunnya. Dengan pelatihan-pelatihan yang maksimal 

tentunya akan menunjang kinerja yang lebih baik lagi. 

2. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung diharapkan dapat lebih 

aktif lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada 

instansi penyelenggara pelayanan publik sebagai peningkatan pemahaman 

mereka terkait tugas pokok, fungsi, dan kewenangan lembaga 

Ombudsman RI agar dalam proses penyelesaian laporan masyarakat dapat 

lebih baik dan efektif. 

3. Kepada Ombudsman RI di pusat atau pemerintah pusat yang berwenang 

agar dapat menambah jumlah pegawai serta sarana di Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung. Dengan jumlah pegawai Keasistenan 

Pemeriksaan Laporan yang hanya ada 7 orang, tidak sebanding dengan 

ratusan laporan yang masuk tiap tahunnya. Kemudian dengan jumlah 

kendaraan kantor yaitu 2 mobil sedangkan terdapat 3 bidang dengan 

berbagai kegiatannya masing-masing menunjukkan adanya keterbatasan. 

Maka dari itu diperlukan jumlah SDM dan sarana yang memadai untuk 

menunjang kinerja pegawai Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung agar dapat lebih maksimal. 

4. Kepada Ombudsman RI atau pemerintah yang berwenang agar dapat 

membuat e-library yang berisi peraturan atau regulasi-regulasi. Melalui e-

library tersebut, diharapkan dapat mempermudah pegawai Ombudsman 

dalam mencari informasi terbaru seputar hukum, regulasi-regulasi yang 

berlaku maupun regulasi terkini dan terbaru terkait pelayanan publik. 
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